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ABSTRAK 
 
ST. IDAWANI ( B 111 10 359). Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan  
Pengadilan Negeri Makassar Tentang Pengangkatan Anak (Adopsi) 
Warga Negara Indonesia Oleh Warga Negara Asing (Studi Putusan Nomor 
79/PDT. P/2012/PN.Mks.). Dibimbing oleh Ahmadi Miru selaku 
pembimbing I dan Achmad selaku pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan 
pengangkatan anak pada putusan Nomor 79/PDT. P/2012/PN.Mks., serta 
untuk mengetahui akibat hukum bagi anak angkat dalam Nomor 79/PDT. 
P/2012/PN.Mks.. 
Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar. Jenis 
penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris berbentuk 
studi kasus dengan menggunakan dua teknik pengumpulan data berupa 
penelitian lapangan yakni dengan melakukan wawancara hakim 
Pengadilan Negeri Makassar dan  kepustakaan yakni dengan membaca 
berbagai literatur yang terkait dengan pengangkatan anak. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses pelaksanaan 
pengangkatan anak  bernama Sarah Audrey Layrens di Pengadilan Negeri 
Makassar kurang teliti dalam tahapan memeriksa bukti-bukti yang diajukan 
oleh para pemohon yakni Remy Pierre Lanz dan Yunita Upa Boroh, 
sehingga terdapat beberapa persyaratan baik itu persyratan materil 
maupun formil yang tidak terpanuhi. Akibat hukum pada pengangkatan 
anak Warga Negara Indonesia yang dilakukan oleh orang tua angkat 
Warga Negara Asing  terdiri atas tiga aspek yakni status 
kewarganegaraan, perwalian, serta status kewarisan.  
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   BAB I 
PENDAHULUAN  
 
A. Latar Belakang Masalah 
Anak merupakan anugerah dan amanah yang diberikan oleh Tuhan 
dan merupakan sesuatu yang paling diharapkan oleh pasangan suami istri 
dalam perkawinannya. Kehadiran seorang anak dalam keluarga 
merupakan kelanjutan dari generasi dan sebagai tali yang mempererat 
hubungan antara keluarga. Oleh karena itu, suatu keluarga dianggap 
belum lengkap tanpa kehadiran seorang anak.  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam 
Pasal 1 menyebutkan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara 
seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan 
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 
Ketuhanan Yang Maha Esa.  
Tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang 
bahagia, juga dalam kaitannya dengan masalah keturunan. Rumah tangga 
akan dikatakan lengkap jika telah memiliki anak yang diharapkan 
membawa kebahagiaan, mempererat hubungan antara kedua belah pihak 
dan untuk melanjutkan keturunan. Sehingga kehadiran seorang anak 
dalam perkawinan sangat diharapkan untuk melengkapi suatu keluarga. 
Anak adalah buah hati yang yang dinantikan kehadirannya oleh orang 
tua untuk meneruskan keturunan. Keinginan untuk mempunyai anak 
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adalah naluri  manusiawi dan alamiah untuk setiap pasangan. Namun, 
tidak semua manusia yang ingin memiliki anak dapat tercapai 
keinginannya tersebut, karena Tuhan berkehendak lain. Hal inilah yang 
mendorong pasangan suami istri untuk melakukan pengangkatan anak 
(adopsi). 
Pengangkatan anak di Indonesia bukanlah suatu masalah baru, 
karena sejak jaman dahulu telah dilakukan pengangkatan anak dengan 
cara dan motivasi yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum yang 
berkembang di daerah yang bersangkutan. Dalam praktiknya, 
pengangkatan anak dikalangan masyarakat Indonesia mempunyai 
beberapa tujuan atau motivasi. Tujuannya antara lain adalah untuk 
meneruskan keturunan, apabila dalam suatu perkawinan tidak 
memperoleh keturunan. Motivasi ini sangat kuat terhadap pasangan suami 
istri yang telah divonis tidak mungkin melahirkan anak padahal mereka 
sangat mendambakan kehadiran anak dalam pelukannya di tengah-tengah 
keluarga.1 
Pengangkatan anak atau adopsi merupakan salah satu alternatif jalan 
yang dapat ditempuh oleh keluarga yang belum memperoleh keturunan 
ataupun yang ingin menambah anggota keluarga.  Pengangkatan anak ini 
bukan hanya dari sisi kemanusiaan saja, tetapi juga dari sisi yuridis, 
budaya, religi, bahkan ekonomi dan politik karena pengangkatan anak 
bukan sesuatu yang bersifat temporal, melainkan suatu proses jangka 
                                                          
        1 Ahmad kamil dan M. Fauzan, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia, ( 
Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 65 – 66.  
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panjang, bahkan seumur hidup bagi para pihak, baik itu untuk orang tua 
angkat, orang tua kandung maupun anak itu sendiri. 
Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
secara tegas menentukan bahwa tujuan pengangkatan anak, motivasi 
pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik 
bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan 
ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku. Ketentuan ini 
sangat memberikan jaminan perlindungan bagi anak yang sifatnya 
memang sangat tergantung dari orang tuanya.2 
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan 
Pengangkatan Anak Pasal 7 menentukan bahwa pengangkatan anak 
terdiri atas pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia dan 
pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga 
Negara Asing. 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
Pasal 39 angka 4 menentukan bahwa pengangkatan anak oleh Warga 
Negara Asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Dalam hal 
asal-usul anak yang akan diangkat tersebut tidak diketahui, maka agama 
anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat, yaitu 
agama penduduk di sekitar tempat bayi itu dirawat. 
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan 
Pengangkatan Anak Pasal 11 ayat (1) menentukan bahwa, pengangkatan 
                                                          
          2Ibid., hlm. 66 
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anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi pengangkatan 
anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing; dan 
pengangkatan anak Warga Negara Asing di Indonesia  oleh Warga Negara 
Indonesia 
Pengajuan permohonan pengangkatan anak Warga Negara 
Indonesia yang dilakukan oleh Warga Negara Asing  di Pengadilan Negeri 
Makassar seperti pada putusan Nomor 79/PDT.P/2012/PN.Mks. tentang 
permohonan pengangkatan anak. Dalam putusan ini memuat 
dikabulkannya permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh 
pasangan Remy Pierre Lanz seorang warga Negara Australia dan istrinya 
yang bernama Yunita Upa Boroh yang berkewarganegaraan Indonesia. 
Pasangan ini mengajukan permohonan pengangkatan anak ke Pengadilan 
Negeri Makassar diwakili oleh kuasa hukum Agus Salim S.H., M.H. dan 
Jermias T.U. Rarsina, S.H. 
 Permohonan yang didaftarkan pada tanggal 27 April 2012 oleh 
pasangan suami istri, Remy Pierre Lanz dan Yunita Upa Boroh yang 
beragama Kristen Protestan, mengajukan permohonan pengangkatan 
anak yang bernama Sarah Audrey Layrends yang lahir pada tanggal 29 
November 2011 di Makassar. Anak ini merupakan anak kandung dari 
Daynese Layrends dan  istrinya yang bernama Santi Arung Rante yang 
beragama Katolik. Ibu kandung Sarah  merupakan saudara kandung dari 
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Yunita Upa Boroh. Sejak lahir Sarah telah diasuh oleh Yunita Upa Boroh 
dan Remy Pierre Lanz. 
Kemudian Pengadilan Negeri Makassar menetapkan dalam perkara 
di atas tertanggal 14 Mei 2012 dengan nomor register: 79/PDT. 
P/2012/PN.MKS. yaitu mengabulkan permohonan para pemohon; dan 
menetapkan anak perempuan yang bernama Sarah Audrey Layrends 
sebagai anak angkat dari para pemohon. 
Berdasarkan penetapan diatas, penulis merasa terdapat kejanggalan 
dalam hasil penetapan Pengadilan Negeri Makassar yaitu bahwa pemohon 
yang beragama Kristen protestan dalam hal ini Remy Pierre Lanz dan 
Yunita Upa Boroh telah mengangkat anak dari pasangan Daynese 
Layrends dan Santi Arung Rante yang beragama katolik. Selanjutnya, usia 
salah satu calon orang tua angkat yaitu Remy Pierre Lanz pada saat 
mengangkat anak telah mencapai usia 61 tahun. Selain itu, dalam proses 
pengangkatan anak tersebut seharusnya melalui izin mentri sosial, 
terdapat ketidaklengkapan surat-surat yang dibutuhkan sebagai bukti 
dalam proses pengangkatan anak yang dilakukan oleh warga Negara yang 
salah satunya berkewarganegaraan asing. Dari permasalahan tersebut 
berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia telah menyalahi 
aturan secara normatif. Adanya ketidaksesuaianyang terjadi antara 
Pengadilan Negeri Makassar dengan hukum normatif yang berlaku di 
Indonesia dalam mengatur pelaksanaan adopsi ini merupakan hal yang 
menarik untuk diteliti dan dibahas dalam skripsi ini. 
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B. Rumusan Masalah  
1. Bagaimana proses pelaksanaan pengangkatan anak melalui 
Pengadilan Negeri Makassar putusan Nomor  
79/Pdt.P/2012/PN. Mks? 
2. Bagaimana akibat hukum bagi anak angkat pada putusan 
Nomor 79/Pdt.P/2012/PN. MkS? 
C. Tujuan Penelitian  
1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan pengangkatan anak 
putusan Nomor 79/Pdt.P/2012/PN.Mks. 
2. Untuk mengetahui akibat hukum bagi anak angkat dalam 
putusan Nomor 79/Pdt.P/2012/PN.Mks. 
D. Manfaat Penelitian  
1. Sarana memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya di   
bidang ilmu hukum. 
2. Bahan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang 
membahas hal-hal yang berkaitan dengan pengangkatan anak 
di Pengadilan Negeri Makassar. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Tinjauan umum tentang pengangkatan anak 
a. Pengertian anak  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
sebagaimana tercantum dalam Pasal 47 ayat (1) Anak yang belum 
mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah 
melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya 
selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.3 
Dalam Konvensi Hak Anak pada tanggal 20 November 1989 yang 
telah diratifikasi di Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 
1990 Tentang Konvensi Hak Anak, definisi anak adalah setiap manusia 
yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan ketentuan yang 
berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih cepat.4 
Sedangkan menurut UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak dalam Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan anak 
adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk 
anak yang masih dalam kandungan.5 Dapat disimpulkan bahwa pengertian 
                                                          
3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,  Pasal 47 
ayat (1) , Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lemabran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3019. 
4 Hadi Setia Tunggal, Konvensi Hak-Hak Anak (convention on the rights of the child), 
Jakarta: Harvarindo, 200, hal. 3. 
5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 
Pasal 1 ayat (1) , Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235. 
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anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan masih berada di 
bawah kekuasaan orang tua. 
b. Pengertian anak angkat 
Anak angkat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak, bahwa anak angkat adalah anak yang haknya 
dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, 
atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan 
membesarkan anak tersebut, ke dalam keluarga orang tua angkatnya 
berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.6  
Menurut Surojo Wignjodipuro pengertian anak angkat adalah suatu 
perbuatan pengambilan anak orang lain kedalam keluarga sendiri 
sedimikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak 
yang dipungut itu timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama, seperti 
yang ada antara orang tua dengan anak kandung sendiri. 7 
c. Pengertian pengangkatan anak 
Pengangkatan anak adalah mengangkat atau mengambil anak 
orang lain menjadi anak sendiri. Proses pengangkatan anak harus melalui 
penetapan pengadilan. Ini demi kepastian hukum mengenai perubahan 
status dari anak angkat tersebut dalam keluarga orang tua angkatnya. 
Misalnya karena anak angkat itu akan menjadi ahli waris dari orang tua 
angkatnya. Alasan dilakukannya pengangkatan anak, dalam praktek 
                                                          
  6 Ibid, Pasal 1 ayat (9).  
7 Surojo Wignjodipuro, Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat, cet II, Bandung: Alumni, 
1973, hlm 133. 
9 
 
seringkali karena sesuatu keluarga tidak atau belum mempunyai anak, 
atau karena tidak mempunyai anak laki-laki atau anak perempuan.8 
Pengangkatan anak (adopsi) adalah suatu perbuatan hukum yang 
bertujuan untuk memberi status/kedudukan kepada seorang anak orang 
lain yang sama seprti anak kandung. Adanya anak angkat ialah karena 
seorang mengambil anak atau dijadikan anak oleh orang lain sebagai 
anaknya. Anak angkat itu mungkin seorang laki-laki atau seorang 
perempuan.9 
Secara etimologi, adopsi berasal dari kata adopti  bahasa Belanda, 
atau adopt (adoption) bahasa Inggris, yang berarti pengangkatan anak, 
mengangkat anak, yang berarti mengangkat anak orang lain untuk 
dijadikan sebagai anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan 
anak kandung.10Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah 
pengangkatan anak disebut juga dengan istilah “adopsi” yang berarti 
pengambilan (pengangkatan) anak orang lain secara sah menjadi anak 
sendiri.11 
 Secara terminologi, para ahli mengemukakan beberapa rumusan 
tentang defenisi adopsi. Surojo Wignjodipuro, memberikan pengertian 
Adopsi (mengangkat) anak adalah suatu perbuatan pengambilan anak 
orang lain kedalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara 
orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu 
                                                          
8 Darwan Prinst, Hukum Anak Indonesia, ( Bandung: Citra Aditya Bakti , 2003)., hlm.  94. 
9B. Bastian Tafal, Pengangkatan Anak Menurut  Hukum Adat  Serta Akibat-Akibat  
Hukumnya di Kemudian Hari, ( Jakarta: Rajawali, 1983)., hlm. 45.  
10 JCT Simorangkir, Kamus Hukum, (Jakarta: Aksara Baru, 1987), hlm. 4. 
11 Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm. 7. 
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hukum kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua 
dengan anak kandungnya sendiri. 12 
Dalam hukum adat ambil anak, kukut anak, anak angkat adalah 
suatu perbuatan dalam konteks hukum adat kekeluargaan (keturunan). 
Apabila seseorang anak telah dikukut, dipupon, diangkat sebagai anak 
angkat, maka dia akan didudukkan dan diterima dalam suatu posisi yang 
dipersamakan baik biologis maupun sosial yang sebelumnya tidak melekat 
pada anak tersebut.13 Pengangkatan anak atau adopsi adalah suatu 
perbuatan mengambil anak orang lain ke dalam keluarganya sendiri, 
sehingga dengan demikian antara orang yang mengambil anak dan yang 
diangkat timbul suatu hubungan hukum.14 Sebagaimana ketentuan dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan 
Pengangkatan Anak dalam Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa 
pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan 
seorang anak dari lingkungan kekusaan orang tua, wali yang sah, atau 
orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan pendidikan dan 
membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua 
angkat. 
Dari berbagai pengertian tentang pengangkatan anak yang 
dikemukakan dapat disimpulkan, bahwa pengangkatan anak adalah suatu 
tindakan mengambil anak orang lain menjadi anak sendiri dan 
                                                          
12 Ibid 
13 Ahmad Kamil dan M. Fauzan. Op. Cit. Hlm. 31. 
14 Soedharyo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, 
Hukum Islam, dan Hukum Adat, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Edisi Revisi, Hlm. 35. 
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bertanggung jawab membesarkan dan memenuhi kebutuhan anak angkat 
tersebut. Pengangkatan anak ini tidak boleh membuat seorang anak 
angkat tidak mengetahui jati dirinya serta tidak boleh membuat seorang 
anak meninggalkan keyakinannya. 
 
B. Dasar Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia 
Peraturan hukum yang dapat dijadikan rujukan bagi hakim dalam 
menjalankan tugas pokok kekuasaan kehakiman tentang pengangkatan 
anak, antara lain:15 
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 
Peradilan Agama. 
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak. 
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang 
Pengesahan ILO. 
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang 
Kesejahteraan Anak. 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang 
Pelaksanaan Pengangkatan Anak. 
                                                          
15 Soedharyo Soimin,  Himpunan  Dasar  Hukum  Pengangkatan  Anak, ( Jakarta: Sinar Grafika, 
2004) hlm. 28. 
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6. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 2 
Tahun 1979 tertanggal 7 April 1979, tentang 
Pengangkatan Anak . 
7. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 
Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran 
Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979, yang 
mulai berlaku sejak tanggal 30 September 1983. 
8. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 
Tahun 2005, tentang Pengangkatan Anak 
9. Staatblad 1917 Nomor 129, Pasal 5 sampai dengan Pasal 
15 mengatur masalah adopsi yang merupakan 
kelengkapan dari KUHPerdata/BW yang ada, dan khusus 
berlaku bagi golongan masyarakat keturunan Tionghoa. 
10. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan 
Anak. 
11. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 
110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. 
12. Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung dan putusan 
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang 
dalam praktik peradilan telah diikuti oleh hakim-hakim 
berikutnya dalam memutuskan atau menetapkan perkara 
13 
 
yang sama, secara berulang-ulang, dalam waktu yang 
lama sampai sekarang. 
 
C.  Motivasi dan Alasan  Pengangkatan Anak  
Pada mulanya pengangkatan anak (adopsi) dilakukan untuk  
melanjutkan dan mempertahankan garis keturunan dalam suatu keluarga  
yang tidak mempunyai anak kandung, serta untuk mempertahankan ikatan 
perkawinan sehingga tidak terjadi perceraian. Dalam perkembangan 
zaman dan masyarakat, tujuan adopsi telah berubah menjadi untuk 
kesejahteraan  anak. 
 Dalam hal motif melakukan pengangkatan anak di Indonesia, antara 
lain disebabkan:16 
1. Karena tidak mempunyai anak; 
2. Karena belas kasihan kepada anak tersebut disebabkan 
orangtua si anak tidak mampu memberikan nafkah kepada 
anak; 
3. Karena  belas  kasihan,  disebabkan  anak  yang  
bersangkutan  tidak mempunyai orangtua (yatim piatu); 
4. Karena  hanya  mempunyai  seorang  anak  laki-laki,  
maka diangkatlah seorang anak perempuan atau 
sebaliknya; 
                                                          
16 Lulik Djatikumoro, Hukum Pengangkatan Anak  di Indonesia , (Bandung: Citra Aditya 
Bakti, 2011), hlm. 9-10 
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5. Sebagai pemancing bagi yang tidak mempunyai anak 
untuk dapat  mempunyai anak kandung; 
6. Untuk menambah tenaga dalam keluarga; 
7. Karena unsur kepercayaan; 
8. Untuk menyambung keturunan dan mendapatkan 
regenerasi bagi  yang tidak mempunyai anak kandung; 
9. Diharapkan  anak  angkat  dapat  menolong  di  hari  tua  
dan menyambung keturunan bagi yang tidak mempunyai 
anak; 
10. Karena merasa belas kasihan atas nasib si anak yang 
tidak terurus; 
11. Adanya  hubungan  keluarga  dan  tidak  mempunyai  
anak,  maka diminta  oleh  orangtua  kandung  si  anak  
kepada  suatu  keluarga untuk dijadikan anak angkat; 
12. Untuk mempererat hubungan kekeluargaan; 
13. Karena  anak  terdahulu  sering  penyakitan  atau  selalu     
meninggal, maka anak yang baru lahir diserahkan kepada 
keluarga atau orang lain  untuk  di  adopsi,  dengan  
harapan  anak  yang  bersangkutan selalu sehat dan 
panjang umur. 
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Pada umumnya pengangkatan anak dilakukan karena alasan alasan 
seperti berikut :17 
1. Tidak mempunyai keturunan; 
2. Tidak ada  penerus keturunan; 
3. Menurut adat perkawinan setempat; 
4. Hubungan baik dan tali persaudaraan; 
5. Rasa kekeluargaan dan perikemanusiaan; 
6. Kebutuhan tenaga kerja. 
Sementara shanty deliayana mengemukakan beberapa alasan 
terjadinya pengangkatan anak, antara lain :18 
1. Ingin mempunyai keturunan atau ahli waris; 
2.  Ingin mempunyai teman untuk dirinya sendiri atau untuk 
anaknya karena sunyi dan kesepian; 
3. Ingin mewujudkan rasa sosial, belas kasihan terhadap 
orang lain yang dalam kesulitan hidupnya sesuai dengan 
batas kemampuannya; 
4.  Adanya peraturan perundang-undangan yang 
memungkinkan    pelaksanaan pengangkatan anak; 
5. Adanya orang-orang tertentu yang melaksanakan 
pengangkatan anak untuk pihak tertentu. 
 
 
                                                          
17 Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat , (Bandung: Citra Aditya Bakti,2003), hlm.79 
18 Shanty Deliyana, Wanita dan Anak di Mata Hukum, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 29 
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D. Jenis Pengangkatan Anak 
 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan 
Pengangkatan Anak, Pasal 7 menentukan bahwa Jenis Pengangkatan 
Anak terdiri atas :  
a. Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia; dan 
b. Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia dengan 
Warga Negara Asing.  
Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia, meliputi : 
a. Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat; 
dan  
b. Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-
undangan. 
Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat yaitu 
pengangkatan anak yang dilakukan dalam satu komunitas yang nyata-
nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan 
bermasyarakat. Pengangkatan ini dapat dimohonkan penetapan 
Pengadilan.19 Sedangkan pengangkatan anak berdasarkan peraturan 
perundang-undangan mencakup pengangkatan anak secara langsung dan 
pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak. Pengangkatan ini 
dilakukan melalui penetapan pengadilan.20 
Dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 
Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dijelaskan bahwa 
                                                          
19Ibid, pasal 9, Ayat (1). 
20Ibid,  Ayat (2). 
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yang dimaksud dengan pengangkatan anak secara langsung adalah 
pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat terhadap 
calon anak angkat yang berada langsung dalam pengasuhan orang tua 
kandung. Sedangkan yang dimaksud dengan pengangkatan anak melalui 
lembaga pengasuhan anak adalah pengangkatan anak yang dilakukan 
oleh calon orang tua angkat terhadap calon anak angkat yang berada 
dalam lembaga pengasuhan anak yang ditunjuk oleh Menteri. 
Menurut Soerjono Soekanto, dikenal 2 (dua) macam pengangkatan 
anak (adopsi), yaitu: 21 
1. Adopsi umum mencakup :  
a. Adopsi yang sifatnya terang dan tunai; 
b. Adopsi yang sifatnya terang saja; 
c. Adopsi yang sifatnya tunai saja;  
d. Adopsi yang sifatnya tidak terang dan tidak tunai.  
2. Adopsi khusus, antara lain mencakup:  
a. Mengangkat orang luar menjadi warga suatu klan;  
b. Mengangkat anak tiri menjadi anak kandung;  
c. Pengangkatan derajat anak. 
 
 
 
 
                                                          
21 Soerjono Soekanto, Intisari Hukum Keluarga, (Bandung : Alumni, 1980), hlm.53. 
 
18 
 
E. Syarat Pengangkatan Anak 
Pada garis besarnya permohonan pengesahan/pengangkatan anak  
dapat dibedakan antara: 22 
a. Permohonan pengesahan/pengangkatan anak antar WNI; 
b. Permohonan pengesahan/pengangkatan anak WNA oleh orang    
tua angkat WNI (Intercountry Adoption); 
c. Permohonan pengesahan/pengangkatan anak WNI oleh orang 
tuaangkat WNA (Intercountry Adoption). 
Syarat anak yang akan diangkat menurut Pasal 12 Peraturan 
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan 
Anak, meliputi: 
a. Belum berusia 18 tahun;  
b. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan; 
c. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan 
anak; dan 
d. Memerlukan perlindungan khusus. 
Sedangkan untuk calon orang tua angkat harus memenuhi 
persyaratan sebagai berikut:23 
1. Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (WNI) 
a. Sehat jasmani dan rohani;  
b. Berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun;  
c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat; 
                                                          
22 Soedharyo Soimin,Op. Cit,. hlm.33 
23 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, pasal 13-17 
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d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena 
melakukan    tindak kejahatan; 
e. Berstatus menikah paling singkat 5 tahun;  
f. Tidak merupakan pasangan sejenis; 
g. Ttidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki 
satu    anak; 
h. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial; 
i. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua 
atau wali anak; 
j. Membuat pernyataan tertulis orang bahwa pengangkatan 
anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, 
kesejahteraan dan perlindungan anak; 
k. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat; 
l. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 bulan, 
sejak   izin pengasuhan diberikan; 
m. Memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosia.l 
2. Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia (WNI ) oleh Warga 
Negara Asing  
a. Memperoleh izin tertulis dari pemerintah negara asal 
pemohon melalui kedutaan atau perwakilan negara 
pemohon yang ada di Indonesia; 
b. Memperoleh izin tertulis dari Menteri;  
c. Melalui lembaga pengasuhan anak; 
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d. Sehat jasmani dan rohani;  
e. Berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun;  
f. Beragama sama dengan agama calon anak angkat; 
g. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena 
melakukan tindak kejahatan; 
h. Berstatus menikah paling singkat 5 tahun;  
i. Tidak merupakan pasangan sejenis; 
j. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki 
satu    anak; 
k. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial; 
l. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua 
atau wali anak; 
m. Membuat pernyataan tertulis orang bahwa pengangkatan 
anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, 
kesejahteraan dan perlindungan anak; 
n.  Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat; 
o. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 bulan, 
sejak izin pengasuhan diberikan; 
p. Memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial; 
q. Telah bertempat tinggal di Indonesia secara sah selama 2 
tahun; 
r. Mendapat persetujaun tertulis dari pemerintah negara 
pemohon; 
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s.  Membuat pernyataan tertulis melaporkan perkembangan 
anak kepada Departemen Luar Negeri RI melalui 
Perwakilan Republik Indonesia setempat. 
3. pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara 
Indonesia 
a. Memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah Republik 
Indonesia;  
b. Memperoleh persetujuan tertulis dari negara asal;  
c. Sehat jasmani dan rohani;  
d. Berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun;  
e. Beragama sama dengan agama calon anak angkat; 
f. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena 
melakukan tindak kejahatanberstatus menikah paling 
singkat 5 tahun;  
g. Tidak merupakan pasangan sejenis; 
h. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki 
satu    anak; 
i. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial; 
j. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua 
atau wali anak; 
k. Membuat pernyataan tertulis orang bahwa pengangkatan 
anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, 
kesejahteraan dan perlindungan anak; 
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l. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat; 
m.  Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 bulan, 
sejak izin pengasuhan diberikan; 
n. Memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi social. 
Calon anak angkat adalah kembar, pengangkatan anak dapat 
dilakukan sekaligus dengan saudara kembarnya oleh calon orang tua 
angkat.  Pernyataan  ini  dijelaskan  dalam  Pasal  8  Peraturan  Menteri  
Sosial  No. 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. 
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tidak menutup peluang 
bagi orang tua tunggal yang akan melakukan pengangkatan anak. Namun, 
untuk lebih berhati-hati dalam  memberikan  perlindungan  terhadap  anak,  
pengangkatan  anak  itu  hanya  dapat dilakukan   oleh  WNI  setelah  
mendapat  izin  dari  Menteri  yang  dapat  didelegesikan kepada kepala 
instansi sosial di provinsi.  
Adanya perbedaan persyaratan antara pengangkaatn anak yang 
dilakukan antar warga negara Indonesia dan pengangkatan anak yang 
dilakukan oleh warga negara asing menunjukkan lebih rumitnya syarat 
yang dipenuhi oleh warga negara asing. Hal ini merupakan salah satu 
upaya pemerintah untuk menjamin kepastian perlindungan anak yang 
diangkat. Selain itu untuk mencegah terjadinya pengangkatan anak secara 
illegal. 
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F. Prosedur dan Acara Pemeriksaan Permohonan Pengangkatan 
Anak  
Berdasarkan hasil pengamatan Mahkamah Agung menemukan fakta 
bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang prosedur, 
tata cara menerima, memeriksa dan mengadili serta  menyelesaikan 
permohonan  pengangkatan  anak  dipandang  belum  mencukupi,  maka 
Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi yang bertanggung jawab atas 
pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia, memandang perlu 
mengeluarkan surat edaran yang menyempurnakan surat edaran 
sebelumnya yang mengatur prosedur dan syarat-syarat pengajuan  
permohonan pengangkatan anak. 
Di samping hukum acara perdata yang berlaku, prosedur dan syarat-
syarat pengangkatan anak secara teknis telah diatur dalam SEMA Nomor 
6 Tahun 1983  Tentang  Penyempurnaan  SEMA  Nomor  2  Tahun 1979 
Tentang Pengangkatan  Anak. Prosedur pengangkatan  anak  baik  antar-
WNI, ataupun antar-WNI dan WNA akan diuraikan dalam pembahasan 
selanjutnya.24 
Prosedur menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan 
pengangkatan anak antar-WNI harus diperhatikan tahapan-tahapan dan 
persyaratan sebagai berikut:25 
a. Syarat dan bentuk surat permohonan: 
1) Sifat surat permohonan voluntair; 
                                                          
24Ahmad Kamil dan M. Fauzan. Op, Cit., Hlm. 58. 
25Ibid. Hlm. 59-60. 
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2) Permohonan pengangkatan anak hanya dapat diterima 
apabila ternyata telah ada urgensi  yang  memadai,  misalnya  
ada  ketentuan undang-undangnya; 
3) Permohonan pengangkatan anak dapat dilakukan  secara  
lisan  atau tertulis berdasarkan ketentuan hukum acara yang 
berlaku; 
4) Surat permohonan pengangkatan  anak  dapat  ditanda  
tangani  oleh pemohon sendiri, atau oleh kuasa hukumnya; 
5) Surat permohonan pengangkatan anak ditujukan kepada  
ketua pengadilan negeri atau ketua pengadilan agama. 
Pemohon yang beragama Islam yang bermaksud 
mengajukan  permohonan pengangkatan  anak  berdasarkan 
hukum Islam, maka permohonannya diajukan kepada 
pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal pemohon. 
b. Isi surat permohonan pengangkatan anak: 
1) Bagian dasar hukum permohonan pengangkatan anak, harus 
secara jelas diuraikan motivasi yang mendorong untuk  
mengajukan permohonan pengangkatan anak; 
2) Harus diuraikan secara jelas bahwa permohonan  
pengangkatan anak, terutama didorong oleh motivasi untuk  
kebaikan dan/atau kepentingan calon anak angkat, didukung  
dengan uraian yang memberikan kesan bahwa calon orang 
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tua angkat benar-benar memiliki kemampuan dari berbagai 
aspek bagi masa depan anak angkat menjadi lebih baik; 
3) Isi petitum permohonan pengangkatan anak bersifat  tunggal, 
yaitu hanya memohon agar anak bernama A ditetapkan  
sebagai anak angkat dari B. Tanpa ditambahkan permintaan 
lain, seperti agar anak bernama A dketapkan sebagai ahli 
waris dari si B. 
c. Syarat-syarat permohonan pengangkatan Anak Antar-WNI 
1) Syarat bagi calon orang tua angkat/pemohon,berlaku 
ketentuan sebagai berikut: 
a. Pengangkatan anak yang langsung dilakukan antara  
orang tua kandung dengan orang tua angkat (private  
adoption) diperbolehkan; 
b. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang yang tidak  
terikat dalam perkawinan sah/belum menikah (single 
parent adoption) diperbolehkan.26 
c. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama  
yang dianut oleh calon anak angkat.27 
2) Syarat bagi calon anak angkat: 
a. Dalam hal calon anak angkat  berada  dalam  asuhan  
suatu yayasan sosial harus dilampirkan surat  izin  tertulis  
                                                          
26 UU No. 23 Tahun 2002, Pasal 39 Ayat (3). 
27 SEMA No. 6 Tahun 1983. 
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Menteri Sosial bahwa  yayasan  yang  bersangkutan  
telah  diizinkan bergerak di bidang kegiatan anak; 
b. Calon anak angkat yang berada dalam asuhan yayasan  
sosial, maka harus mempunyai izin tertulis dari Menteri  
Sosial atau pejabat yang ditunjuk bahwa anak tersebut  
diizinkan untuk diserahkan sebagai anak angkat. 
Prosedur permohonan dan persyaratan pengangkatan anak WNA 
oleh orang tua angkat WNI (Intercountry Adoption), meliputi:28 
a. Syarat dan bentuk surat permohonan pengangkatan anak WNA 
1) Sifat surat permohonan voluntair; 
2) Permohonan pengangkatan anak hanya dapat diterima  
apabila ternyata telah ada urgensi yang memadai, misalnya  
ada  ketentuan undang-undangnya; 
3) Permohonan pengangkatan anakdapat dilakukan secara  
lisan atau tertulis berdasarkan ketentuan hukum acara yang 
berlaku; 
4) Surat permohonan pengangkatan anak dapat  ditanda  
tangani  oleh pemohon sendiri, atau oleh kuasa hukumnya; 
5) Surat permohonan pengangkatan anak ditujukan kepada  
ketua pengadilan negeri atau ketua pengadilan agama  yang 
mewilayahi domisili anak WNA yang akan diangkat; 
                                                          
28Ahmad Kamil dan M. Fauzan. Op, Cit,. Hlm. 61-63. 
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Pemohon yang beragama Islam yang bermaksud mengajukan 
permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka 
permohonannya diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi 
tempat tinggal anak WNA yang akan diangkat. 
b. Isi surat permohonan pengangkatan anak WNA 
1) Bagian dasar hukum permohonan pengangkatan anak, 
harus secara jelas diuraikan motivasi yang mendorong untuk  
mengajukan permohonan pengangkatan anak; 
2) Harus diuraikan secara jelas permohonan pengangkatan 
anak, terutama didorong oleh motivasi untuk kebaikan 
dan/atau kepentingan calon anak angkat WNA yang 
bersangkutan didukung dengan uraian yang memberikan 
kesan bahwa calon orang tua angkat benar-benar memiliki 
kemampuan dari berbagai aspek bagi masa depan anak 
angkat menjadi lebih baik; 
3) Isi petitum permohonan pengangkatan anak bersifat  
tunggal, yaitu hanya memohon agar anak bernama A 
ditetapkan sebagai anak angkat dari B. Tanpa ditambahkan 
permintaan lain, seperti agar anak bernama A dketapkan 
sebagai ahli waris dari si B. 
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c.  Syarat-syarat permohonan pengangkatan anak WNA 
1) Syarat bagi calon orang tua angkat WNI/pemohon, berlaku 
ketentuan sebagai berikut: 
a) Pengangkatan anak WNA harus dilakukan melalui suatu 
yayasan sosial yang memiliki izin dari Departemen 
Sosial bahwa yayasan tersebut telah diizinkan bergerak 
di bidang kegiatan pengangkatan anak, sehingga 
pengangkatan anak WNA yang berlangsung dilakukan 
antara orang tua angkat WNI dengan orang tua 
kandungnya WNA (private adoption) tidak 
diperbolehkan; 
b) Pengangkatan anak WNA oleh seorang WNI yang tidak 
terikat dalam perkawinan sah/belum menikah (single 
parent adoption) tidak diperbolehkan; 
c) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama 
yang dianut oleh calon anak angkat. 
d. Syarat bagi calon anak angkat WNA 
a) Usia anak angkat harus mencapai 5 tahun; 
b) Disertai penjelasan tertulis dari menteri sosial atau pejabat 
yang ditunjuk bahwa calon anak angkat WNA yang 
bersangkutan diizinkan untuk diangkat sebagai anak angkat 
oleh calon orang tua WNI yang bersangkutan; 
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Prosedur permohonan dan persyaratan pengangkatan anak WNI oleh 
orang tua angkat WNA (Intercountry Adoption), meliputi:29 
a. Syarat dan bentuk surat permohonan pengangkatan anak WNI 
1) Sifat surat permohonan voluntair; 
2) Permohonan pengangkatan anak hanya dapat diterima  
apabila ternyata telah ada urgensi  yang  memadai,  misalnya  
ada  ketentuan undang-undangnya; 
3) Permohonan pengangkatan anak dapat dilakukan secara  
lisan atau tertulis berdasarkan ketentuan hukum acara yang 
berlaku; 
4) Surat permohonan pengangkatan anak dapat ditanda  
tangani oleh pemohon sendiri, atau oleh kuasa hukumnya. 
Dalam hal ini didampingi/dibantu kuasanya, calon orang tua 
angkat tetap harus hadir dalam pemeriksaan di persidangan; 
5) Surat permohonan pengangkatan anak ditujukan kepada 
ketua pengadilan negeri atau ketua pengadilan agama yang 
mewilayahi domisili anak WNI yang akan diangkat. 
Pemohon yang beragama islam yang bermaksud mengajukan 
permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka 
permohonannya diajukan kepada pengadilan agama yang mewilayahi 
tempat tinggal anak WNI yang akan diangkat. 
                                                          
29Ibid. Hlm. 63-65. 
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b. Isi surat permohonan pengangkatan anak WNI oleh orang tua 
angkat WNA 
1) Bagian dasar hukum permohonan pengangkatan anak, 
harus secara jelas diuraikan motivasi yang mendorong untuk  
mengajukan permohonan pengangkatan anak; 
2) Harus diuraikan secara jelas permohonan pengangkatan 
anak, terutama didorong oleh motivasi untuk kebaikan 
dan/atau kepentingan calon anak angkat WNA yang 
bersangkutan didukung dengan uraian yang memberikan 
kesan bahwa calon orang tua angkat benar-benar memiliki 
kemampuan dari berbagai aspek bagi masa depan anak 
angkat menjadi lebih baik;  
3) Isi petitum permohonan  pengangkatan  anak  bersifat  
tunggal,  yaitu hanya memohon agar anak bernama A 
ditetapkan  sebagai anak angkat dari B. Tanpa ditambahkan 
permintaan lain, seperti agar anak bernama A ditetapkan 
sebagai ahli waris dari si B. 
c. Syarat-syarat permohonan pengangkatan anak WNI oleh orang 
tua angkat WNA : 
1) Syarat bagi calon orang tua  angkat  WNA/pemohon, berlaku  
ketentuan sebagai berikut: 
a) Harus telah berdomisili dan bekerja tetap di Indonesia 
sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun; 
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b) Harus disertai izin tertulis Menteri Sosial atau Pejabat  
yang ditunjuk bahwa calon orang tua angkat WNA 
memperoleh izin untuk mengajukan permohonan  
pengangkatan  anak  seorang Warga Negara Indonesia; 
c) Pengangkatan anak WNI harus dilakukan melalui suatu 
yayasan sosial yang memiliki izin dari departemen sosial 
bahwa yayasan tersebut telah diizinkan bergerak di 
bidang kegiatan pengangkatan anak, sehingga 
pengangkatan anak WNI yang langsung dilakukan antara 
orang tua kandung WNI dan calon orang tua angkat  
WNA  (private  adoption)  tidak diperbolehkan; 
d) Pengangkatan anak WNI oleh seorang WNA yang tidak 
terikat dalam perkawinan sah/belum menikah (single  
parent adoption) tidak diperbolehkan; 
e) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama  
yang dianut oleh calon anak angkat. 
2) Syarat bagi calon anak angkat WNA yang diangkat : 
a) Usia calon anak angkat harus belum mencapai umur 5 
tahun; 
b) Disertai penjelasan tertulis dari menteri sosial atau  
pejabat yang ditunjuk bahwa calon anak angkat WNI yang 
bersangkutan diizinkan untuk diangkat sebagai anak  
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angkat oleh calon orang tua angkat WNA yang 
bersangkutan. 
          Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan 
diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan. 
Pengadilan akan menyampaikan salinan penetapan pengangangkatan 
anak ke instansi terkait. “Instansi terkait” adalah Mahkamah Agung melalui 
Panitera Mahkamah Agung, Departemen Sosial, Departemen Hukum dan 
Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi, Departemen Luar 
Negeri, Departemen Kesehatan, Departemen Dalam Negeri, Kejaksaan 
Agung dan Kepolisian Republik Indonesia.  
           Rangkaian tata cara pengangkatan anak diawali dari adanya 
penyerahan anak dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya dengan 
disaksikan keluarga dan tetangga atau sesepuh. Untuk menambah 
kepastian hukum, surat penyerahan tersebut dimohonkan pengesahan ke 
Pengadilan setempat. Selanjutnya Akta Kelahiran anak tersebut beserta 
surat Penetapan Pengadilan dibawa ke Kantor Catatan Sipil untuk dapat 
diberi catatan pada Akte Kelahiran anak tersebut tentang nama orang tua 
angkatnya. 
G. Bentuk Hasil Pemeriksaan Permohonan  
Terdapat perbedaan pada bentuk putusan/penetapan permohonan 
pengankatan anak antara pengangkatan anak yang dilakukan oleh antar 
warga Negara Indonesia dan pengangkatan anak Warga Negara Asing 
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yang dilakukan oleh orang tua angkat WNI ataupun pengangkatan anak 
WNI yang dilakukan oleh orang tua angkat WNA. 
a. Bentuk hasil pemeriksaan permohonan pengangkatan anak antar 
Warga Negara Indonesia30 
Hasil pemeriksaan hakim berbentuk “ PENETAPAN”. Amar penetapan 
berbunyi sebagai berikut: 
MENETAPKAN 
1. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon    
bernama:……….alamat…………terhadap anak laki-laki/perempuan 
bernama………..umur/tanggal lahir…… 
2. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang 
ditetapkan sebesar Rp………. 
b. Bentuk hasil pemeriksaan permohonan pengangkatan anak WNA oleh 
orang tua angkat WNI atau pengangkatan anak WNI oleh orang tua 
angkat WNA. 
Hasil pemeriksaan hakim berbentuk “PUTUSAN”. Meskipun pengajuan 
perkara pengangkatan anak berbentuk permohonan, mengingat 
pemeriksaan perkara permohonan pengangkatan anak WNA oleh WNI 
ataupun perkara permohonan pengangkatan anak WNI oleh WNA 
memerlukan pembuktian yang lebih rumit dan mengingat pula dalam 
praktik hukum di negara lain, mengenai perkara permohonan 
pengangkatan anak internasional yang berbentuk putusan maka 
                                                          
30 Lulik Djaikumoro,Op. Cit,. hlm.134 
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Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 dan SEMA bentuk hasil 
pemeriksaan hakim yang memeriksa perkara permohonan anak 
tersebut adalah berkepala putusan.31 Amar putusan berbunyi sebagai 
berikut: 
MENGADILI  
1. Menetapkan anak laki-laki/perempuan bernama……….umur/tanggal 
lahir di………..sebagai anak angkat dari suami 
istri……..alamat……warga Negara………. 
2. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang 
ditetapkan sebesar Rp………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
31 Ibid, hal: 144 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian yang dipilih penulis untuk mendapatkan data dan 
informasi mengenai permasalahan adalah bertempat di Kota Makassar, 
Propinsi Sulawesi Selatan. Lokasi tersebut menjadi pilihan Penulis sebab 
Kota Makassar merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar 
yang telah menetapkan putusan dengan Nomor: 79/Pdt.P/2012/PN.Mks. 
B. Jenis  Penelitian  
Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, dilakukan 
dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. 
Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang 
dilakukan secara langsung ke lapangan.32 Dalam hal ini penulis akan 
menganalisis mengenai proses pengangkatan anak pada putusan Nomor 
79/Pdt. P/2012/PN. Mks. sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah 
Nomor 54 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Peraturan Menteri 
Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, 
dan SEMA Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan SEMA Nomor 2 
Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak.  
 
                                                          
32 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 
2005), hal. 35. 
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C. Bahan Hukum  
Bahan hukum yang digunakan untuk keperluan penelitian yang 
bersifat normatif dalam penelitian ini adalah:  
1. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau 
yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan 
perundangundangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang 
penulis gunakan di dalam penulisan ini yakni Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik 
Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 54 
tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Peraturan Menteri Sosial 
Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, 
dan SEMA Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan SEMA 
Nomor 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak, dan putusan  
Pengadilan Negeri Makassar Nomor 79/Pdt. P/2012/PN. Mks.  
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang tidak mengikat 
tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan 
hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang 
mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan 
memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. Bahan 
hukum sekunder dalam hal ini ialah diperoleh dari buku-buku yang 
berkaitan dengan hukum pengangkatan anak, internet, dan bacaan-
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bacaan lain yang berhubungan dengan penelitian difungsikan untuk 
menunjang bahan hukum primer. 
D. Analisis Data 
Analisis data yang digunakan adalah untuk mengolah dan 
menganalisa data yang telah diperoleh selama penelitian adalah analisis 
kualitatif yang dilakukan dengan cara menguraikan data yang telah 
dikumpulkan secara sistematis dengan menggunakan ukuran kualitatif, 
kemudian dideskripsikan sehingga diperoleh pengertian atau pemahaman, 
persamaan, pendapat, dan perbedaan pendapat mengenai perbandingan 
bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder dari penelitian yang 
dilakukan oleh Penulis. Metode berpikir dalam mengambil kesimpulan 
adalah metode deduktif yang menyimpulkan dari pengetahuan yang 
bersifat umum, kemudian digunakan untuk menilai suatu peristiwa yang 
bersifat khusus. 
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BAB IV 
                      HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Pelaksanaan Pengangkatan Anak Melalui Pengadilan Negeri 
Makassar Putusan Nomor  79/Pdt.P/2012/PN. Mks 
 
Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia yang dilakukan oleh 
orang tua angkat Warga Negara Asing telah diatur mengenai tata cara 
proses pelaksanaan tersebut. Proses pengangkatan anak yang dilakukan 
oleh Warga Negara Asing memiliki persyaratan dan proses yang lebih 
rumit dari proses pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia. Hal 
ini bertujuan untuk lebih terjaminnya perlindungan terhadap anak yang 
akan diangkat.  
Pembahasan penelitian ini adalah mengenai pelaksanaan 
pengangkatan anak melalui putusan Nomor: 79/Pdt.P/2012/PN.Mks. 
maka, di bawah ini akan dijelaskan tentang tahapan proses pengangkatan 
anak sebagai berikut:  
Pemohon mengajukan surat permohonan pengangkatan anak di 
Pengadilan Negeri Makassar. Setelah permohonan pengangkatan anak 
sudah diterima dan teregistrasi di Pengadilan Negeri Makassar, maka 
selanjutnya akan ditentukan jadwal pelaksanaan sidangnya. Pemohon 
akan mendapat panggilan sidang dari pengadilan. 
Pada persidangan pengangkatan anak akan dipimpin oleh seorang 
Hakim tunggal (1 orang Hakim). Setelah sidang dinyatakan dibuka dan 
terbuka untuk umum oleh Hakim, kemudian Pemohon dipanggil untuk 
masuk/maju persidangan, Pemohon datang menghadap dengan 
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didampingi kuasa hukum. Selanjutnya Hakim membacakan permohonan 
pemohon tertanggal 04 April 2012 yang telah didaftarkan dan diterima di 
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 27 April 2012 
dengan Nomor 79/Pdt.P/2012/PN.Mks yang pada pokoknya dalam isi surat 
permohonan tersebut sudah dinyatakan kebenarannya, tidak ada 
perubahan, serta telah diteguhkan oleh Pemohon. 
 Berdasarkan wawancara dengan hakim di Pengadilan Negeri 
Makassar prosedur dan acara pemeriksaan permohonan pengangkatan 
anak di Pengadilan Negeri Makassar adalah sebagai berikut:33 
a. Hakim memeriksa dan meneliti alat bukti tertulis, untuk menguatkan 
dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan foto 
copy alat bukti tertulis berupa surat-surat yang bermeterai cukup, 
dilegalisir, serta telah dicocokan dengan aslinya. Bukti yang 
diajukan tersebut diberi tanda dengan P-1 sampai dengan P-16 
berupa:34 
1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama SARAH AUDREY 
LAYRENDS, lahir pada tanggal 29 November 2011, diberi tanda 
bukti P-1; 
2. Foto copy Akta Perkawinan No. 01/CS/I/2003 antara DAYNESE 
LAYRENDS  dan SANTI ARUNG RANTE, tertanggal 25 Januari 
2003, diberi tanda bukti P-2; 
                                                          
            33 Wawancara Hakim Teguh Sri Rahardjo,  Pengadilan  Negeri Makassar, 15 Maret 2017. 
34 Putusan Nomor: 79/ Pdt.P/2012/PN.MKS. 
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3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SANTI ARUNG 
RANTE, diberi tanda P-3; 
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama DAYNESE 
LAYRENDS, diberi tanda  P-4; 
5. Foto copy Surat Keterangan Penyerahan anak yang bernama 
SARAH AUDREY LAYRENDS tertanggal 9 April 2012, diberi 
tanda  P-5; 
6. Foto copy Surat Keterangan No. 140/18/RH.I/2012, tertanggal 
10 April 2012, diberi tanda  P-6; 
7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama YUNITA UPA 
BOROH, diberi tanda P-7; 
8. Foto copy Kartu Tanda Izin Tinggal atas nama REMY PIERRE 
LANZ, diberi tanda P-8; 
9. Foto copy Passport atas nama REMY PIERRE LANZ, diberi 
tanda P-9; 
10. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan antara REMY PIERRE 
LANZ dengan YUNITA UPA BOROH, tertanggal 27 Desember 
2011, diberi tanda P-10; 
11. Foto copy Permohonan Pengangkatan Anak  Kepada Dinas 
Sosial Kota Makassar, tertanggal 26 April 2012, diberi tanda 
P11; 
12. Foto copy Pernyataan dari para Pemohon, tertanggal 23 April 
2012, diberi tanda P-12; 
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13. Foto copy Laporan Sosial Orang Tua anak dari Dinas Sosial 
Kota Makassar yang menyarahkan anak, tertanggal 23 April 
2012, diberi tanda P-13; 
14. Foto copy Laporan Sosial Calon Orang Tua angkat dari Dinas 
Sosial Kota Makassar yang menyarahkan anak, tertanggal 23 
April 2012, diberi tanda P-14; 
15. Foto copy Laporan Sosial Calon Anak Angkat dari Dinas Sosial 
Kota Makassar, tertanggal 23 April 2012, diberi tanda P-15; 
16. Foto copy Permohonan Pengesahan/Penetapan Anak Angkat, 
diberi tanda P-16. 
b. Hakim memeriksa dan mendengarkan langsung keterangan dari 
pihak yang bersangkutan (Saksi-Saksi), berdasarkan Putusan 
pengangkatan anak Nomor: 79/Pdt.P/2012/PN.Mks. Guna 
menguatkan dan membuktikan permohonannya, Pemohon 
mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk diperiksa hakim dengan 
memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan 
agamanya masing-masing, saksi tersebut adalah Agustinus emsi 
PS Tandirandan yang merupakan ipar dari pemohon Yunita Upa 
Boroh dan Yetti B. Boroh yang merupakan saudara kandung dari 
pemohon Yunita Upa Boroh.  
Dengan demikian berdasarkan bukti-bukti tertulis yang diajukan di 
persidangan dan keterangan saksi-saksi setelah dihubungkan satu sama 
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lain ternyata saling bersesuaian, maka dapat diambil kesimpulan tentang 
hasil pembuktian dan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :35 
a. Bahwa para pemohon bernama: REMY PIERRE LANZ adalah warga 
Negara Australia dan YUNITA UPA BOROH adalah warga Negara 
Indonesia; 
b. Bahwa perkawinan para pemohon sudah ada 7 (tujuh) tahun dan 
melangsungkan perkawinan di Indonesia serta belum mempunyai 
anak sampe sekarang; 
c. Bahwa para Pemohon telah memelihara anak perempuan yang 
bernama SARAH AUDREY LAYRENDS sejak lahir; 
d. Bahwa anak tersebut sekarang sudah berumur kurang lebih 6 
(enam) bulan; 
e. Bahwa kesungguhan, ketulusan, kerelaan para Pemohon 
mengangkat anak perempuan SARAH AUDREY LAYRENDS 
semata-mata untuk kepentingan dan kebaikan anak tersebut dan 
para pemohon akan memperlakukan SARAH AUDREY LAYRENDS 
sebagaimana anak kandung sendiri; 
f. Bahwa SARAH AUDREY LAYRENDS adalah anak dari adik 
kandung pemohon YUNITA UPA BOROH yang bernama SANTI 
ARUNG RANTE dengan suaminya DAYNESE LAYRENDS; 
g. Bahwa kesungguhan, ketulusan, kerelaan kedua orang tua SARAH 
AUDREY LAYRENDS menyerahkan anaknya kepada para pemohon 
                                                          
35 Ibid  
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dengan sukarela tanpa ada paksaan demi untuk kepentingan 
kebaikan anaknya tersebut; 
h. Bahwa para pemohon mempunyai penghasilan cukup dan memadai 
untuk menghidupi dan kesejahteraan anak tersebut; 
Dari hasil pemeriksaan di persidangan terhadap permohonan dan 
bukti-bukti yang diajukan, Hakim dapat mengetahui bahwa pemohon 
pengangkatan anak yang dilakukan tersebut adalah untuk kepentingan 
yang terbaik bagi sang anak angkat. Sehingga dalam memeriksa 
permohonan, Hakim selain menggali aspek kemanusiaannya, juga 
mengarahkan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan tersebut telah 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. 
Hakim sebelum menjatuhkan/memberikan penetapan terhadap 
permohonan yang diajukan oleh pemohon, terlebih dahulu merumuskan 
pertimbangan-pertimbangan hukumnya untuk dijadikan dasar dalam 
menentukan dikabulkan atau tidaknya permohonan tersebut. Untuk 
menentukan/merumuskan suatu putusan, Hakim melihat dan 
memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Apakah 
bukti tertulis, maupun saksi-saksi tersebut bersesuaian dengan 
permohonan yang didalilkan oleh pemohon. Dalam hal ini yang benar-
benar harus dipertimbangkan oleh hakim adalah mengenai tujuan dan 
motivasi pengangkatan anak tersebut, harus terbukti hanya untuk 
kepentingan yang terbaik bagi masa depan anak yang diangkat. 
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Dalam Penetapan Pengadilan Negeri Makassar No 
79/Pdt.P/2012/PN.Mks. pada pokoknya Hakim memberikan pertimbangan 
hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 
2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak. Dari segi pengertian 
pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan 
seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau 
orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan 
membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua 
angkat. 
Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang 
pelaksanaan pengangkatan anak, bahwa tujuan pengangkatan anak 
adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan 
kesejahteraan anak dan perlindungan anak. Dari segi tujuan 
pengangkatan anak hakim dalam hal ini menganggap bahwa tujuan dari 
pemohon telah sesuai dengan peraturan. 
Kesungguhan, ketulusan dan kerelaan dari orang tuanya untuk 
menyerahkan atau melepaskan anaknya SARAH AUDREY LAYRENDS 
untuk diangkat oleh para pemohon demi untuk kesejahteraan dan 
perlindungan anak tersebut, sesuai dengan bukti yang dilampirkan yaitu 
surat pernyataan penyerahan anak yang dibuat oleh orang tua kandung 
Sarah. 
Demikian juga anak tersebut masih dalam hubungan 
keluarga/kerabat dengan para pemohon karena ibu kandungnya yang 
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bernama SANTI ARUNG RANTE adalah adik kandung dari pemohon yang 
bernama YUNITA UPA BOROH, maka Hakim berpendapat bahwa adanya 
kesungguhan, ketulusan dan kerelaan orang tua anak dan para pemohon, 
maka penyerahan pengangkatan anak SARAH AUDREY LAYRENDS 
adalah beralasan atau sah menurut hukum. 
 Dari segi perekonomian hakim menilai para pemohon memiliki 
kemampuan ekonomi rumah tangga yang memadai, maka dapatlah 
diharapkan, kehidupan, kesejahteraan dan perlindungn anak terebut. 
Pertimbangan-pertimbangan tersebut cukup beralasan dan dapat 
dikabulkan. Karena permohonan dikabulkan, maka segala biaya yang 
timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada para pemohon. 
Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas yang pada intinya 
permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh Pemohon cukup 
beralasan menurut hukum yang berlaku. Oleh karena itu Hakim yang 
memeriksa permohonan tersebut memberikan/menjatuhkan penetapan 
yang amar penetapannya berbunyi sebagai berikut:36 
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon; 
2. Menetapkan anak perempuan yang bernama: SARAH AUDREY 
LAYRENDS, Umur/tanggal lahir: ± 6 bulan, lahir di Makassar 
tanggal 29 November 2011 sebagai anak angkat dari suami istri: 
YUNITA UPA BOROH dan REMY PIERRRE LANZ, bertempat 
tinggal di Jalan Telaga Utama No. 15 Makassar; 
                                                          
36 Ibid 
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3. Menghukum para pemohon untuk membayar biaya perkara yang 
ditetapkan sebesar Rp. 151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu 
rupiah); 
Berdasarkan Penetapan tersebut diatas terlihat bahwa Hakim 
Pengadilan Negeri Makassar telah mengabulkan Permohonan 
pengangkatan anak yang diajukan oleh Pemohon. Sehingga dengan 
terkabulnya permohonan tersebut, anak angkat perempuan yang bernama 
Sarah Audrey Layrends telah sah secara hukum menjadi anak angkat dari 
Pemohon pasangan suami isteri yang bernama Remy Pierre Lanz dan 
Yunita Upa Boroh. Demikian mengenai tahapan proses/prosedur 
pelaksanaan dan acara persidangan pengangkatan anak sebagaimana 
putusan No. 79/Pdt.P/2012/PN. Mks. Adapun bentuk putusan hasil 
pemeriksaan pengangkatan anak yang dilakukan adalah berbentuk 
putusan, karena memelukan proses pembuktian yang lebih rumit. 
PEMBAHASAN 
Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang Hakim di 
Pengadilan Negeri Makassar, Teguh Sri Rahardjo pada Tanggal 15 Maret 
2017 menjelaskan bahwa hal dalam proses permohonan pelaksanaan 
pengangkatan anak pada awalnya harus diketahui terlebih dahulu motif 
dan tujuan dari melakukan pengangkatan anak, karena hal ini merupakan 
hal yang sangat penting untuk menjadi bahan pertimbangan seorang 
hakim dalam memberikan putusan. 
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Lebih lanjut Teguh Sri Rahardjo menjelaskan bahwa : 
“Di Indonesia salah satu motif yang paling sering digunakan dalam 
permohonan pengangkatan anak adalah adanya hubungan darah antara si 
calon anak angkat dan si calon orang tua angkat dan motif lainnya belum 
adanya anak dalam perkawinan si calon orang tua angkat.”37 
 
Hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Hakim 
Nur Amalia Abbas, bahwa motif pengangkatan anak di Indonesia pada 
umumnya dipengaruhi oleh adanya ikatan darah antara calon orang tua 
angkat, belum memilikinya keturunan, serta adanya rasa belas kasihan 
kepada anak yang orang tuanya tidak mampu memberikan nafkah kepada 
anaknya..38 
Peraturan Pemerintah Nomor  54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan 
Pengangkatan Anak Pasal 2 menyatakan bahwa “Pengangkatan anak 
bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan 
kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan 
berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.” 
Tujuan dan motif pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon 
termuat dalam penetapan pengangkatan anak Pengadilan Negeri 
Makassar Nomor: 79/PDT.P/2012/PN.Mks., dimana tujuan pemohon 
melakukan pengangkatan anak adalah untuk menjamin kesejahteraan dan 
kehidupan anak yang lebih baik untuk masa depannya. Sedangkan motif 
pemohon yaitu pemohon merupakan pasangan suami istri sah yang telah 
                                                          
       37 Teguh Sri Rahardjo, Hakim Pengadilan Negeri Makassar,  15 Maret 2017 
       38 Nur Amalia Abbas, Hakim  Pengadilan Negeri Maros,  21 Maret 2017 
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menikah selama tujuh tahun dan belum dikaruniai seorang anak, sehingga 
pemohon mengangkat anak yang bernama Sarah Audrey Layrends untuk 
melengkapi kebahagiaan keluarganya. Selain itu, pemohon Yunita Upa 
Boroh memiliki hubungan darah dengan anak tersebut, karena pemohon 
merupakan saudara kandung dari Santi Arung Rante yang merupakan ibu 
kandung dari Sarah Audrey Layrends. Selain itu, sejak anak tersebut lahir 
di rumah sakit bersalin Santoso di Makassar pada saat itu juga langsung 
dirawat oleh para pemohon, sehingga sekarang ini hubungan emosional 
antara para pemohon dengan anak tersebut semakin dekat layaknya 
sebagai orang tua kandung.  
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan dan motif 
pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon sudah sesuai dengan 
ketentuan dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 
Pasal 39 ayat (1) Juncto Pasal 2, PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang 
Pelaksanaan Pengangkatan Anak. 
Selain motif dan tujuan pengangkatan anak, Pemohon haruslah 
memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan perundang-
undangan. Syarat-syarat tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang 
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor: 110/HUK/2009 
Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. 
Dengan mengacu pada peraturan tentang persyaratan bagi calon 
orang tua angkat yaitu pasal 13 Peaturan Pemerintah Nomor 54 tahun 
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2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak maka, permohonan 
pengangkatan anak yang diajukan oleh pasangan Remy Pierre Lanz dan 
Yunita Upa Boroh tidak memenuhi beberapa poin. Syarat yang tidak 
terpenuhi adalah usia salah satu pemohon pada saat mengajukan 
permohonan pengangkatan anak. Pemohon Remy Pierre Lanz telah 
berusia 61 tahun pada saat permohonan ini diajukan sedangkan Yunita 
Upa Boroh berusia 42 tahun. Sedangkan dalam persyaratan 
pengangkatan anak telah jelas diatur bahwa usia calon orang tua angkat 
adalah berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun. Syarat 
selanjutnya yang tidak dipenuhi yaitu pengangkatan anak yang dilakukan 
oleh pasangan suami istri salah seorangnya diantaranya merupakan 
Warga Negara Asing dilakukan melalui lembaga pengasuhan anak. 
Kemudian calon orang tua angkat yang salah satunya 
berkewarganegaraan asing harus memperoleh persetujuan pengangkatan 
anak escara tertulis dari Negara asal melalui kedutaan atau perwakilan 
Negara suami dan/atau istri yang ada di Indonesia. Selain itu, 
pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat yang 
salah seorang diantranya merupakan warga Negara Asing harus 
mendapatkan izin tertulis dari Menteri Sosial untuk ditetapkan di 
pengadilan. Dimana izin tertulis inilah yang menjadi dasar putusan yang 
ditetapkan oleh seorang hakim. Sedangkan dalam bukti-bukti tertulis yang 
diajukan para pemohon hanya melampirkan foto copy laporan sosial dari 
Dinas Sosial Kota Makassar.  
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Selain persyaratan yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 
54 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, terdapat persyaratan 
administrasi lainnya yang tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Peraturan 
Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan 
Anak, yang juga ada beberapa poin yang tidak dipenuhi oleh orang tua 
angkat. Diantaranya  yaitu akte kelahiran suami dan/atau istri Warga 
Negara Asing yang tidak dilampirkan oleh pasangan Orang Tua Angkat. 
Kemudian, persetujuan dari keluarga suami atau istri Warga Negara Asing 
yang dilegalisir di Negara asal dikeluarkannya surat tersebut. Syarat 
terakhir yang tidak dipenuhi oleh orang tua angkat yaitu surat keterangan 
catatan kepolisian dari Negara asal suami atau istri.  
Adanya ketentuan-ketentuan yang tidak terpenuhi dalam proses 
acara pengangkatan anak pada putusan Nomor 79/Pdt. P/2012/PN. Mks 
menurut penulis adalah hal yang harus diperhatikan oleh seorang hakim 
dalam memeriksa permohonan yang diajukan oleh pemohon. Karena 
persyaratan yang telah diatur oleh perundang-undangan ini merupakan hal 
yang penting untuk menjamin kesejahteraan kehidupan anak angkat 
dimasa yang akan datang. Proses yang lebih rumit juga ini berpengaruh 
pada bentuk putusan hasil pemeriksaan permohonan pengangkatan anak. 
Hasil pemeriksaan hakim berbentuk putusan  meskipun pengajuan perkara 
pengangkatan anak ini berbentuk permohonan, mengingat pemeriksaan 
perkara permohonan pengangkatan anak ini lebih rumit. 
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B. Akibat Hukum Bagi Anak Angkat Putusan Nomor 
79/Pdt.P/2012/PN. Mks 
 
Pada dasarnya pengangkatan anak adalah berubahnya status anak 
angkat menjadi anak kandung yang sah dengan segala hak dan 
kewajibannya. Walaupun sebelum pelaksanaan pengangkatan anak 
tersebut calon orang tua angkat sudah melewati dan memenuhi 
persyaratan yang ketat. Hal ini dimaksudkan agar kesejahteraan anak 
angkat dapat terjamin, karena tujuan utama pengangkatan anak adalah 
kepentingan terbaik bagi si anak.  
Akibat hukum dari pelaksanaan pengangkatan anak khususnya 
pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing 
dari berbagai aspek, yaitu:  
a. Status kewarganegaraan   
Prinsipnya Indonesia menganut asas ius sanguinis yaitu hak 
kewarganegaraan yang diperoleh oleh sesorang berdasarkan 
kewarganegaraan ayah atau ibu biologisnya. Jadi, untuk warga 
yang orang tuanya telah menjadi warga negara Indonesia, maka dia 
otomatis menjadi Warga Negara Indonesia. Dalam Undang-Undang 
No. 12 Tahun 2006 memang tidak dibenarkan seseorang memiliki 2 
(dua) kewarganegaraan. Tetapi untuk anak-anak ada pengecualian, 
dengan catatan setelah anak berusia 18 (delapan belas) tahun dia 
harus memilih status kewarganegaraannya.   
Hal tersebut dijelaskan dalam Undang-undang No. 12 Tahun 
2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Pasal 6 yang 
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menyebutkan bahwa “Dalam hal status Kewarganegaraan Republik 
Indonesia terhadap anak sebagaimana disebut dalam Pasal 4 huruf 
c, huruf d, huruf h, huruf l, dan Pasal 5 akibatnya anak 
berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) 
tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih 
salah satu kewarganegaraannya”. 
Berdasarkan Pasal 6 yang telah disebutkan di atas maka 
dijelaskan anak yang mendapat kewarganegaraan ganda adalah:  
a) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah 
Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing (Pasal 
4 huruf c, UU No. 12 Tahun 2006);  
b) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah 
warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia (Pasal 
4 huruf d, UU No. 12 Tahun 2006);  
c) Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu 
warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga 
Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu 
dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) 
tahun atau belum kawin (Pasal 4 huruf h, UU No. 12 Tahun 
2006);  
d) Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik 
Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara 
Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak 
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tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada 
yang bersangkutan (Pasal 4 huruf l, UU No. 12 Tahun 2006); 
dan  
e) Anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) 
tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara 
asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui 
sebagai Warga Negara Indonesia (Pasal 5 ayat (2), UU No. 
12 Tahun 2006). 
Berdasarkan penjelasan di atas, jelas bahwa pengangkatan 
anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing 
mengakibatkan anak angkat memiliki 2 (dua) kewarganegaraan atau 
dual citinez sampai anak angkat berusia 18 (delapan belas) tahun 
atau telah menikah dan bisa memilih kewarganegaraannya sendiri. 
Pada proses pengangkatan anak ini juga hanya salah satu orang tua 
angkat Sarah Audrey Layrends yang berkewarganegaan Australia 
yaitu Ayah angkat yang bernama Remy Pierre Lanz, sedangkan Ibu 
angkatnya berkewarganegaraan Indonesia yaitu Yunita Upa Boroh 
maka, dapat disimpulkan bahwa anak angkat yang bernama Sarah 
Audrey Layrends tetap berkewarganegaraan Indonesia. Kecuali 
Yunita Upa Boroh berpindah kewarganegaraan, maka Sarah Audrey 
Layrends dapat memiliki kewarganegaraan ganda sampai berusia 18 
tahun atau telah menikah. 
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b. Perwalian 
Terhadap hubungan perwalian, dalam hubungan perwalian ini 
semula dengan orang tua kandungnya beralih kepada orang tua 
angkat. Beralihnya ini baru dimulai sewaktu putusan diucapkan oleh 
Hakim di Pengadilan. Dan segala hak dan kewajiban orang tua 
kandung beralih kepada orang tua angkatnya. 
c. Kewarisan  
Di Indonesia, baik hukum adat, hukum Islam maupun hukum 
nasional memiliki ketentuan hak waris. Ketiganya memiliki kekuatan 
yang sama, artinya seseorang bisa memilih hukum mana yang akan 
dipakai untuk menentukan pewarisan bagi anak angkat. Di 
Indonesia tidak ada yang menjelaskan tentang hak kewarisan bagi 
anak angkat Warga Negara Indonesia yang diangkat oleh orang tua 
angkat Warga Negara Asing. Akan tetapi, berdasarkan putusan 
pengadilan, maka diketahui hukum kewarisan mana yang akan 
dipakai.   
Pengangkatan anak yang diputus berdasarkan putusan 
Pengadilan Negeri, akibat hukum dalam kewarisannya dijelaskan 
berdasarkan Hukum Barat, akibat hukum dari pengangkatan anak 
adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak 
angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan 
orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat. Akibat 
hukum tersebut ditentukan dalam Staatsblad 1917 No. 219 Bab II 
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Pengangkatan Anak, sebagai berikut: (1) Pasal 11: “anak adopsi 
secara hukum mempunyai nama keturunan dari orang yang 
mengadopsi”. (2) Pasal 12 ayat (1): “anak adopsi dijadikan sebagai 
anak yang dilahirkan dari orang yang mengadopsi. Konsekwensinya 
anak adopsi menjadi ahli waris dari orang yang mengadopsi” 
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     BAB V 
PENUTUP 
 
A. KESIMPULAN 
1. Prosedur pengajuan permohonan dengan mengajukan permohonan 
kepada Ketua Pengadilan Negeri, didaftarkan dalam buku regristrasi,  
membayar perskot biaya perkara, Perkara permohonan voluntair 
Pengadilan, ditetapkan hari dan tanggal sidang, pelaksanaan sidang 
dibuka dan diperiksa oleh hakim segala bukti dan saksi, sekiranya 
pengajuan pemohon beralasan maka hakim akan mengabulkan 
permohonan pemohon dan sidang ditutup. Dalam proses 
pemeriksaan bukti berupa berkas-berkas yang diajukan oleh 
pemohon, hakim masih kurang teliti dalam pemeriksaan bukti tersebut 
sehingga ada beberapa persyaratan yang tidak dipenuhi oleh 
pemohon. Sehingga penulis berkesimpulan bahwa putusan Nomor 
79/Pdt. P/2012/PN.Mks belum sesuai dengan peraturan perundang-
undangan pengangkatan anak.  
2. Akibat hukum yang timbul akibat pengangkatan anak Warga Negara 
Indonesia oleh Warga Negara Asing (intercountry adoption) adalah 
sebagai berikut:  
a. Status kewarganegaraan Pengangkatan Anak Warga Negara 
Indonesia oleh Warga Negara Asing mengakibatkan anak angkat 
memiliki 2 (dua) kewarganegaraan atau dual citizen sampai anak 
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angkat berumur 18 (delapan belas) tahun dan bisa memilih 
kewarganegaraan sendiri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa anak 
angkat Sarah Audrey Layrends masih tetap bekewargaanegaraan 
Indonesia.  
b. Perwalian, sejak putusan diucapkan di pengadilan,  maka saat itu 
hak dan kewajiban orang tua kandung beralih pada orang tua 
angkat, kecuali  yang beragama Islam. Maka dapat disimpulkan 
bahwa sejak keputusa pengadilan Sarah sepenuhnya berada dalam 
tanggung jawab pasangan suami istri Remy Pierre Lanz dan Yunita 
Upa Boroh 
c. Kewarisan pengangkatan anak Non-Islam menyebabkan anak 
sudah tidak akan mendapakan waris lagi dari orang tua kandung. 
Anak angkat akan menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya dan 
kedudukan anak angkat sama dengan anak kandung. Sehingga 
akibat hukum bagi Sarah Audrey Layrens yaitu sebagai ahli waris 
dari kedua orang tua angkatnya, setelah kedua orang tua angkatnya 
meninggal dunia. 
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B. Saran  
1. Sebaiknya Hakim harus lebih teliti dalam memeriksa alat bukti dalam 
permohonan pengangkatan anak terutama untuk permohonan 
pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat yang 
salah satunya merupakan Warga Negara Asing ataupun yang 
keduanya adalah Warga Negara Asing. 
2. Perlu lebih disosialisasikannya tentang aturan pengangkatan anak 
dan akibat hukumnya bagi masyarakat.  
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